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PERATURAN BUPATILANGKAT
NOMOR 9 TAⅡ UN2012

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAⅡ

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAI{ RAHMAT TUHAN YAIIG MAIIA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentartg Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lan$at tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
20t2:'

1. Undang-Undang Nomor 7-Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaruan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor T5,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 4T,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2D;

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lrdonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor tr2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a&a4);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor  a3$;

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor,5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Dati II
Wilayah Kodya Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 9);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati
II Langkat dan Kabupaten Dati tr Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

t4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4659);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tafutn 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
R.epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemeriutatr Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pernbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5%);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 teutang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor Zl,Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2I. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun
Anggaran 2012;
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tah.rr- 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201.2;

26. Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah'Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 1),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 01);

28. ,Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);

29. Feraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Fokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 201,2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TA.20l2 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor );
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MEMUTUSKAN:

Ⅳ[enetapkan : PERATURAN BIIPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasa1 1

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2012 tcrdi五 atas:

C

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) BelanjaPegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Hibah
4) Belanja Bantuan Sosial
5) Belanja Bagi Hasil
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/

Kabupaten/ Kota/ dan Pemerintahan Desa
7) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
l) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

(Defisit)

Rp.   59.280.110.500,00

Rp. 1.056.150.599.315,00

Rp.  196.005。 773.373.00

Rp.  1.311.436.483.188,00

786.893.987.488,00

0,00

8.936.000.000,00

18.295.124.000,00

0,00

Rp.   38.709。 969.378,00

Rp.     468.507.150.00

Rp.853.303.588.016,00

Rp.   55.215.724.860,00

Rp.  209.937.689.519,00

Rp.  263.693,708.519,00

Rp.528.847.122.898.00

Rp.  1.382.150.710.914,00

Rp.(70.714.227.726,00)

町

町

騨

町

町



『

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp.  142.922.927.622,00

Rp.    7.703.994.973.00

Rp.    135.218,932.649,00

Rp.     64.504.704.923,00

Pasa1 2

C

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasa1 3

Pettabaran APBD sebagaimana dimaksud dalaln Pasal l di五 nci lebih l珂ut dalaln Lampiran Ⅱ Pcraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal2 dan Pasal3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
Kabupaten Langkat.

BERITA DAER俎 肛KAB■IPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMoR: 9

dalam Benta Dacrall
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Ditetapkan di Stあ at

ず Apri1 2012
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